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ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan
Rewajiban Pembayeran Utang (PKEL) hadir karena krisis moneter vung tmelanda negara
Asia termasuk Indonesia sejak pertengabian tahun 1997 telah menimbuikan kesulitan
vung besar terhadap perckonomian dan perdagangan nasional. Untulk kepentingan dunia
usaha dalam menyelesaikan masafah utang-pivtang secara adil, cepal, terbuka; dan
efektif, sangat diperlukan permangkat hukum yang mendukungnya. Dalam Undang-
Undang Kepailitan dan PKPL, apabila seorang debitor memiliki dua orang kredilor atau
lebih, dan tidak membavar sedikitnya saty utang yang telah jatuh tempo dan dapat
ditagih, dapat dimohonkan wuntuk dinyatakan pailit, Pengaturan-pengaturan yang hersifat
sederhana di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini merupakan implementasi
dor asns-ssas vang melandasinya, Apahila teradi kepailitan techadap sebuah perusahaan
asuransi. kedudukan nasabah terhadap pembagian boedel pailit menum Undang-Undang
Repailitan dan Undang-Undang Asuransi menempalkan nasabah schapai kreditor pacda
Posisi yvang  berawanan, Undang-Undang  mana vang akan dipakai merupakan
newenangan kumtor vang menangani perkara kepailitan vang bersangkutan, Skripsi ini
mengkaji tentang prinsip peraturan perundang-undangan mengenal kedudukan nasabah
dalum kepailitan dan bapaimana penvelesaian secara hukum hak-hak nasabah dalam
perusahaan asuransi yang pailit, Metode penclitian yang digunakan dalam penelitian ini
zdalah yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Sedangkan analisis data dilakukan SeCara
kualitatit, yaitu melalei banwan berbagal literarur, peraturan perundang-undangan dan
bahan-bahan vang terkait dengan permasalahan yang diangkatkan, Dari penelitian vang
dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam kepailitan terkandung prinsip paritas
creditorium, prinsip pari PassU prorata parte, prinsip structured prorafa, prinsip utang
dalam arti luas, prinsip debt collection, prinsip universal, prinsip termritorial, prinsip debt
forgiveness, prinsip commercial exit from financial distress, dan prinsip debt pooling.
Disamping ity untuk penyelesaian sengketa nasabah dalam asuransi, hanya pengadilan
niagalsh satu-satunya pengadilan yang memiliki kompetensi absolut uniulk memutuskan
pemichonan pailit dan berwenang melakukan proses penyclesaian. Sebapaimana telah
ditunjuk langsung oleh Undang-Undang Kepailitan Nomar 4 Tahun 1998 jo Undang-
Undang Nomar 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPL.



BARI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya, setiap kegiatan manusia di dunia ini betapapun
sederhananya, selalu menpandung berbapai kemungkinan, baik yang positf
maupun negatif. Adakalanya beruntung dan adakalanya mengalami kerugian,
Sehingga dapat dikatakan, babwa setiap kegiatan manuesia itu selalu mengandung
suatu keadaan yang tidak pasth. Keadaan tidak pasti itu adalah sebagai suatu
keadaan yang penub tanda lanya, kemungkinan menderita kerugian itu akan
menimbulkan suatu peranan yang tidak aman. Keadaan tidak  past yang
mepimbulkan rasa tidak aman terhadap setiap kemungkinan menderita itulab
Jdinamakan resiko,

"Tata pergaulan  masvarakst khususnva  masyvarakat  modern sepert]
sekarang ini, membutuhkan susty institusi stau lembaga vang bersedia mengambil
aih resitko-resiko masyarakat baik resiko individual maupun resiko kelompok,
Masyarakat modern sampai sast ini, mempunyai kandungan resiko vang relatif
'ebih tinggi dibandingkan dengan wakiu-wakiu yang lampau karena kemajuan
ieknolog) di segala bidang, Kemajuan teknologi vang sudabh sedemikian rupi
mempengaruhi kehidupan manusia, dapat menimbulkan resike yang semakin
Fas™,’

Lembaga demikian dapat disebut lembapa asuransi atag perfangpungan.

Lembaga ini tentu sajn membutubkan suatu perangkat peraturan yang eukup

I 5ri Rejeki Hartono, 20010, Mk arveans dion perpsaiaan aseeans) indanesta celokan iv
tempath, Jakarta. Sinar Grafikn. Him. 3



memadal sesuai dengan kebutuhannva. Denpan demikian dapat dikatakan bahwa
lembaga asuransi merupakan suatu lembaga pelimpahan resiko,

Asuransi merupakan salah satu dari buah peradaban manusia dan
merupakan suatu hasil evaluasi kebutuhan manusia vang sangat hakiki vakni
kebutuhan akan rasa aman dan terlindungi, terhadap kemungkinan menderita
kerupian.”

Peranan asuransi saat ind sudah merupakan kebutuhan dalam kehidupan
vang semakin  berkembang. Kebutuhan akan  perlindungan  resiko  sudah
mertupakan  kebutuhan dalam  segala bidang  kehidupan. Denpan  semakin
meningkatnya kebutuhan akan perlindungan, lembaga asuransi juga mengalami
peningkatan.

mesual dengan perkembangannyva, perusshaan asuranst ind tidak selaln
berjalan mulus. Ada suatn ketika dimana pihak penanggung mengalami pailit atau
bankrut schingga tidak bisa membayar ganti kerugian techadap premi vang sudah
disetor oleh nasabah asuransi yang mengharapkan rasa aman dengan mengalibkan
resiko kepada pihak perusabaan asuransi, Dalam hal debitor pailic, hasii bersih
zxsekusi harta debitur dipakal unuk membavar kreditor tersebot. Sebaliknya
ketika debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekavaan debitor tidak cukup
antuk membayar lunas semua kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan
sepala cara, baik yvang halal mavpun vang tidak, vntuk mendapatkan pelunasan
tagihannva terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakanpan mungkin sudah

tidsk dapat lagl pembayaran karena harta debitor, Hal ini sangat tidak adil dan

* |bid. hlm 30



merugikan, Nasabah asuransi, sebapal konsumen ini selalu berada pada posisi
vang lemah dibanding perusahaan asuransi sebagai produsen,

Pada dusarnya dampak implementasi Undang-undang kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPL) Nemor 37 Tahun 2004 tidak
memual aturan khusus atau pemberian hak khusus pads perusahaan asuransi
dalam kasus kasus penyelesaian kepailitan vang menvangkul debitornva adalab
sebuah perusabaan asuransi. Karena kalau dilihat dari karateristik asuransi it
sendiri adalah scbuah vsaha jasa vang menvangkul langsuns dengan kepentingan
orang banyak, sehingga dengan demikian dalam kasus kepailitan perusahann
asirans1 pada akhimya menemui jalan buntu akibat tidak adanva kepastian hukum
Jun ketidakjelasan tentang kepailitan sebuah perusabaan asuransi vang sudah jelas
akibal putusan patlit vang diletakkan pada perusahaan asuransi akan membawa
dampak vang luas dengan mengingal kepentingan para konsumen asuransi yaiti
para pemegang polis sebagai pihak vang paling merasakan dampak tersebut.

Dari sudut scjarah hukum, pada awalnya undang-undang  kepailitan
ceriujuan untuk melindungi para kreditor dengan cara vang cepat dan mudal
ntuk menyelesaikan piutang yang jatuh tempo dan tidak atau belum dibayar olch
debitor. Dhalam perkembangannya kemudian, undang-undang  kepailitan Juga
sertiguan untuk melindengi  debitor  denpan memberikan  cara untuk
wenyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh, sehingoa usahanya dapat

engkit kembali lanpa beban utang ® Salah satu produk hukum yang diperiukan

Erman Radjngukguk. " Later Belaking don Ruang Lingtap Undang-wndang Nomor 4 Tahun

3 Tentang Kepoition ™ di dalam Rudhy Lented, Denny Kailimang, dan Beony Ponto (Editer),
srenvelesalan Liseng Piutang Melalui Pailit Ataw Perundaan Kewajiban Pemberyerran Litang,
dzndung, Alumni, Him. 181



dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah pengaturan yans
mengatur mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang,”

secara  sosiologis,  undapg-undang  kepailitan  diperlukan  untuk
memulibkan dan menumbubkan kepercayaan masyarakat serta investor asing
sekaligus untuk  mengembangkan ckonomi nasional, Dalam  hubungan i,
undang-undang kepailitan yang berlaku di Indonesia diharapkan dapat mendorong
investasi asing dan menyelelesaikan pintang kreditor vang tidak tertagih sceara
lehih mudah dan cepat,”

"Dhsamping itu perusabaan asuransi belum sepenubnya menerapkan secara
wonsisten pencantuman klausul baku vang memberi perlindungan hukum bagi
nasabah asuransi™.” Dimana nasabah sceara umum tidak membaca Pencantuitan
<lausul demi klausul vang begitu banyak saat pertama ikut asuranst Keberadaan
Undang-Undang yang pernah berlaku di Indonesta menempatkan nasabab pada
wedudukan yang berbeda-beda. Dan tidak ada penjelasan vang jelas bagaimana
“ralus nasabah asuransi pada saat perusahaan asuransi pailit.

Untuk itu penulis menverol pentingnyva melibat kedudukan nasabah
zsuransi yang pada hakikatnya selalu berada pada posisi vang lemah ketika
rerusahaan mengalami kepailitan. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik
amuk mengangkatkan suatu tulisan berbentuk skripsi dengan judul :

“Redudukan Hukum Nasabah Pada Perusahaan Asuransi Yang
Dinyatakan Pailit Ditinjau Dari Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan

Rewajiban Pembavaran Utang Nomor 37 Tahun 20047,

AL AR Safa'at, 2006, waows lkvmontinccon. Kepastfan Hulum Dalam UndongsUndeng
Lroailifan
bad
ot Marsanding, waon pooglecon Kelua Yayasen Lembage Konswmen Aswransi Tndonesia
rERCATY



BARIII

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip Peraturan Perundang-undangan Mengenai Kedudukan Nasabah
Dalam Kepailitan Asuransi.

Dunia asuransi pemah dikagetkan dengan dipalitkannya dua perusabaan
wsuranst yang sehat secara Kevangan |, vailu asumnsi jiwa manulife (AJMID dan
Prodential hile assorance, vang tegadi pada tabun 2002 dan tabun 2004, Pada saal
Jipeduskan pailit olch Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, kedua penasahaan beradsa
Zalam keadaan schat. "Total kekayasn manulife saat dipailitkan sebesar Rp. 1,

Sotrilion, jumizh kewajiban Bp 1,396 nuliar, dan rasio modalnva terhadap
stko yang ditanggungnva (risk based capialRBC) 167,26 persen. Adapun
wential, sesuai dengan laperun kevangan per akhir tahun 2003 (telab diawdit)
siuk dalam kateport peruszshaan asuransi vang sangatl sehat, Total kekavaannya
I 375 trilivm, Jumlah Kewajibannya BEp 1,37 triliun, dan RBC 233 persen, jauh
(s ketentuan Departemen Kevangan sebesar 100 persen.”™
heasus dipailitkannya Prudential life assurance oleh mantan apennya
ekan kasus terbaru dalam wsaha perasuransian, vang pada akhimya
rential dinvatakan sehar pada tingkat kasasi i Mahkamah Agung dengan
o Momer 08 K/N2004, yang berarti membatalkan  putusan Nomor
LT 2004 PN NIAGA KT PST, dimana penpadilan miaga mengabulkan

homan pemohen dan menyatakan pailit Prudential.

frudential. Coid
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BARIV

PENLTUP

A, Kesimpulan

Beranjak dari permasalahan vang diketengahkan dalam bab pertama dan melalui

penchinan  peraturan perundang-undangan,  dan beberapa  literstur  untuk

melengkapi data mengenai pokok masalah, maka penulisan ini sampal pada

kesimpulan berikut:

Rerdasarkan prinsip Undang-Undang kepailitan, pada asas keseimbangan
dimaksudkan apabila terjadi kepailitan suate perusahaan asuransi, maka
kedudukan nasabah asuransi dapat digolongkan scbagai kreditor, karena
perusahaan asuransi memiliki kewajiban pembayaran klaim dari nasabah,
baik iu wvang telah jatuh lempo mavpun yang belum. Bapi nasabah
asuransi, lelah ditemtukan pada Pasal 200 ayvat (2) Undang-1ndang Nomor 2
Tahun 1992 Tentang Usaba  Perasuransian balvws terhadap perusahaan
asuransl vang pailit atau terlikuidasi, nasabab berkedudukan sebagai
kreditor ulama vanp didahulukan dari keeditor lainnya, Dari ketentuan
pasal ini dapat dilihat babwa para kreditor berkedudukan sebagai kreditor
preferen. Akan tetapi tidak ada oturan khusus menzepai kedudukan
nasabah asuransi ind di dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 tahun
200, schingpa jika melihat Pasal 35 avat (1) kedudukan nasabah asuransi
adalah sebagai kreditor konkuren (bersaing), dimana barta pailit akan

diperaleh berdasarkan perbitungan seeara pari passu dan pro rata.



2. Perkara kepailitan bukan muorni sengketa, kepailitan pada dasarnyva adalah
aksi kolektit umuk mendapatkan pelunssab wlang. Penvelesainn secara
hukum huk-hak nasabah asuransi hamya dapar disclesaikan  melalui
pengadilan niaga. Dimana untuk perkara kepailitan. ditunjuk secara khusoes
didalam  undang-undang  bahwa  pengadilan yanz  berwenang

menyelesaikan senghketa kepailitan adalah Pengadilan Nipgs,

B. Sarun

Berdasarkan permasalahan vang divraikan pada bab-hab sebelurmmyn, maka dapar

disarankan hal-hal sebagai berikut:

b Kuedepan. hendaknya Undang-Undang Kepailitan ini direvisi bersamaun
dengan Undang-Undang Perasuransian, seperti diketahui Lindlamg-1ndang
Kepailitan dikeluarkon oleh Departemen Hukum dan HAM. sementara
LUndang-Undang Usaha Perasuransian oleh Departemen Keuangan. Jadi.
supaya sejalan schaiknya Kedua Undang-Undanz ind Bisy direvisi secara
bersamaan.

2. Kepada pera pasabah asuransi. umtuk lebih berhati-hnti dalam memilib
asuransi dan cermat membaca klausul-klausul baku vang biasanya ditulis
dengan hurot keci-kecil. Serta mengetahui seluk-beluk asuransi vang akan
diikuti, sehingga apabila perusahaan asueansi tersebut mengalami pailit,

schagal nasabah sudah tabue akan hak-haknya.
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